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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

TERAPI RUMATAN METADONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:a. bahwa terapi rumatan Metadona merupakan salah

satu terapi pengganti opiat (Opiate Replacement
Therapy) yang diperlukan bagi pecandu opiat untuk
mengendalikan perilaku ketergantungannya dan juga
sebagai salah satu upaya pengurangan dampak buruk
penularan HIV/AIDS;

. bahwa Pedoman Program Terapi Rumatan Metadona

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 350/Menkes/SK/1V/2008 tentang Penetapan
Rumah Sakit Pengampu dan Satelit Program Terapi
Rumatan Metadon serta Pedoman Program Terapi
Rumatan Metadon perlu disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan pelaksanaan Program
Terapi Rumatan Metadona di Indonesia,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pedoman Penyelenggaraan Program Terapi Rumatan
Metadona;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang--
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3781);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5211);

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/
Per/1/1978 tentang Penyimpanan Narkotika;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
567/Menkes/SK/VI11/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Napza;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1507/Menkes/SK/X/2005 tentang Pedoman
Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara
Sukarela (Voluntary Counseling and Testing);

Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Nomor 02/Permenko/Kesra/1/2007 tentang
Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS
melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan
Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421/Menkes/
SK/111/2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan
Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza,;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VII1/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/
Per/1/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2415/Menkes/Per/X11/2011 tentang Rehabilitasi
Medis  Pecandu, Penyalahguna dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TERAPI
RUMATAN METADONA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Metadona adalah Narkotika berupa obat jadi dalam bentuk sediaan
tunggal yang termasuk jenis Narkotika Golongan Il sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Program Terapi Rumatan Metadona yang selanjutnya disingkat PTRM
adalah rangkaian kegiatan terapi yang menggunakan Metadona
disertai dengan intervensi psikososial bagi pasien ketergantungan
opioida sesuai kriteria diagnostik Pedoman Penggolongan dan
Diagnostik Gangguan Jiwa ke-111 (PPDGJ-III).

Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri
Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan
obat.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Detoksifikasi adalah suatu proses intervensi medis yang bertujuan
untuk membantu pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan narkotika mengatasi gejala putus zat akibat
penghentian Narkotika dari tubuh pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan yang mengalami ketergantungan fisik.

Rumah Sakit Pengampu adalah rumah sakit yang ditetapkan oleh
Menteri untuk menjalankan tugas pengampuan bagi unit satelit
program terapi Metadona.

Unit Satelit Program Terapi Rumatan Metadona yang selanjutnya
disebut Unit Satelit PTRM adalah rumah sakit, puskesmas dan klinik
yang menyelenggarakan program terapi rumatan Metadona di bawah
pengampuan Rumah Sakit Pengampu.

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis
dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis
tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
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Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis
lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat
kesatu.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia  yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Kesehatan.

Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang upaya kesehatan.

BAB Il

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan Metadona.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap
penyediaan sarana, prasarana, dukungan teknis bagi tenaga
pelaksana PTRM dan biaya asesmen sebagai bagian dari wajib lapor
pecandu narkotika.

Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap biaya operasional
pelayanan.

Biaya operasional pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
penyediaan gelas, sirup, air mineral;

penyediaan formulir asesmen;

penyediaan stick urin;

karcis/retribusi;

pemeriksaan/terapi lain yang dibutuhkan pasien; dan
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upah lembur petugas di hari libur.
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